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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa dengan menggunakan peraturan-peraturan perundang-

undangan yang terkait dan beberapa data sekunder, terhadap alasan penolakan 

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-

XVIII/2020. Dapat terlihat bahwa adanya permasalahan mengenai kewenangan 

khusus yang dimiliki oleh Provinsi Papua, yaitu adanya mekansime pengangkatan 

yang dilakukan terhadap orang asli Papua untuk mengisi jabatan anggota DPRP yang 

menyebebkan adanya indikasi penyimpanagn terhadap demokrasi yang telah dianut 

dalam ketatanegraan Indonesia, sehingga menimbulkan hinlangnya hak konstitusional 

yang dimiliki oleh salah satu masyarakat Papua. dengan adanya perbedaan tersebut 

menimbulkan pertanyaan hukum sebagaiman tercantum dalam bagian Rumusan 

Masalah. 

Setelah penulis melakukan anilsa terhadap permasalahan tersebut, penulis 

mengambil kesimpulannya bahwa. Kedudukan Provinsi Papua merupakan daerah 

otonom yang diberikan status daerah khusus, dengan diberikannya status tersebut 

Pemerintahan Dearah Provinsi Papua memiliki kewenangan-kewenangan khusus 

dalam sistem desentralisasi NKRI. salah satu kewenangan khsusu tersebut adalah 

adanya pengangkatan Orang Asli Papua untuk mengisi jabatan anggota DPRP. 

Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi hak-hak orang asli Papua yang selama ini 

kita ketahui dalam kondisi yang terbelakang. Oleh karena itu dengan adanya 

perwakilan orang asli Papua di lembaga perwakilan rakyat, dapat menyebabkan hak-

hak dan kesejahteraan orang asli Papua dapat terlindungi. 

Melalui musyawarah yang dlakukan oleh perwakilan orang asli Papua dilembaga 

perwakilan rakyat bersama-sama orang asli Papua di wilayah yang ia wakilkannya, 

untuk mencapai kata mufakat demi kepemtingan Orang asli Papua itu sendiri, yaitu 

melindungi hak-hak orang asli Papua sehingga dapat tercapainya cita-cita negara yang 

terkandung dalam sila ke-5 (lima) pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Oleh karena itu, keputusan dan kewenangan khsus tersebut sejalan dengan 

sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia dan Konstitusi negara Indonesia. 

dan prinsip prinsip Preferential option for the poor atau keberpihakan untuk 
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mengutamakan kaum masyarakat lemah dan tersisih, agar adanya keadilan bagi 

seluruh masyarakat yang direalisasikan melalui kewenangan-kewenangan khusus 

dalam penyelenggaraan hak otonomi provinsi Papua.  

Oleh karena itu, dengan adanya kepastian terhadap masyarakat asli Papua 

mengikuti pemerintahan daerah provinsi Papua dalam hal menentukan kebijakan 

daerah dan strategi pembangunan. Diharapkan dapat merubah kualitas orang asli 

Papua dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, 

dan budaya. Agar tercapainya hal tersebut maka diberikan suatu mekanisme yang 

berbeda berupa pengangkatan terhadap orang asli Papua, untuk mengisi jabatan pada 

lingkungan kerja lembaga wakil rakyat daerah provinsi Papua. Sehingga Apabila 

mekanisme “diangkat” ini dihilangkan, menurut penulis dapat mengurangi karakter 

kekhususan yang dimiliki provinsi Papua. Dan berdampak pada kurangnya peluang 

bagi orang asli Papua untuk ikut serta dalam sistem pemerintahan daerah provinsi 

Papua dalam rangka menjalankan sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu 

mekanisme “diangkat” merupakan salah satu mekanisme yang tepat untuk mengisi 

jabatan anggota DPRP. Karena mekanisme tersebut, merupakan bentuk keberpihakan 

untuk mengutamakan orang asli Papua yang dinilai lemah dan tersisih. Serta orang-

orang yang mengetahui karakteristik dan representasi kultural penduduk asli Papua 

sehingga dapat melindungi hak-hak asli masyarakat Papua, dan menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang terjadi di daerah provinsi Papua dengan harapan dapat 

terjadinya perubahan kualitas hidup terhadap masyarakat asli Papua Papua.  

 

5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat permasalahan, yaitu adanya perbedaan 

mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD provinsi yang diatur dalam Pasal 22E 

ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan yang diatur dalam Undang-Undang Otsus 

Papua, dampak dari adanya perbedaan ini menyebabkan terjadinya multi tafsir 

terhadap Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. Khususnya terkait frasa “dan 

diangkat” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. karena frasa 

tersebut menyebabkan seseorang menyimpulkan bahwa mekanisme tersebut tidak 

sejalan dengan Konstitusi dan menghilangkan hak konstitusional yang dimiliki oleh 

masyarakat negara Republik Indonesia, oleh karena itu menurut penulis alangkah 

baiknya dilakukan revisi terhadap pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua 

mengenai mekanisme frasa “diangkat”, dengan cara memberikan memberikan definisi 
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dan ruang lingkup yang lebih jelas mengenai mekanisme diangkat, sehingga tidak 

adanya multitafsir terkait mekanisme “diangkat” tersebut. Dan adanya penjelasan 

yang lebih jelas mengenai terhadap siapa mekanisme “diangkat” tersebut dapat 

dilakukan yang dapat dicantumkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Otsus Papua serta dalam Perdasus Pengangkatan Anggota DPRP sebagai peraturan 

pelaksana mekanisme pengangkatan otonomi khusus provinsi Papua. Selain itu, 

penulis berpendapat perlu adanya dari kalangan akdemisi untuk melakukan penelitian 

terhadap kriterian orang asli Papua, sehingga dapat ditentukannya Orang Asli papua 

itu seperti apa sepertihalnya kriteria orang Indonesia dalam UUD 1945. 
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